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ABSTRAK

Pelaksanaan hubunean luar negerl sualu negara ditangani secara khusus
oleh satu instansi pemermtah yang dibert kewenangan akan hal 1w yaitu
Departemen Luar Negeri. Para pejabat Deplu memjalankan hubungan luar neger
dengan menerapkan praktik diplomasi. Praktik diplomasi pada akhinya juga
digunakan dalam proses pembuatan perjanjian internasional (P1) dengan harus
celalu berkoordinasi dengan Deplu. Pada  praktiknya pembuatan  perianiian
ernasional tidak selalu diprakarsai oleh Deplu tapi juga dapat dilakukan oleh
pihak  lain  dan  departemen lain. Berdasarkan hal tersebut, penulis g
mengetahui bagaimana bentuk koordinas: Deplu dengan departemen lannya
dalam pembuatan perjanyian internasional serla kendala apa saja yang dihadapi
Untuk menjawab  perumusan masalah tersebut penulis menggunakan metude
pendekatan sosio legal research. Penelitian dilakukan dengan teknik peneumpuian
data wawancara tidak terstruktur dengan stat Dit.Jend IDP-P1 di Deplu dan stat
dari Direktorat Hukum Internasional Dit Jend Adm. Hukum Umum DepKeh dan
HAM RI1. Selan itu penulis juga melakukan studi dokumen pada perpustakaan
CSIS dan perpustakaan Balitbang Deplu Sedangkan anahsis data yang
digunakan adalah analisis data kuahtatif

Koordinasi Depl.u dengan departemen lainnya dalam pembuatan Pl adalah
dengan mengadakan rapat inter-dept vang membahas letak posis) lawar [ndonesia
serta kepentingan apa saja vang bisa dimasukkan dalam PI tersebut. Berdasarkan
penelitian yang telah dilakukan. dapat disimpulkan bahwa kendala yang dihadap
dalam proses pembuatan perianjian internasional adalah  panjangnya jalue
diplomasi dan birokrast yang ditempuh oleh para pihak dalam perjanjian
internasional tersebut

Bentuk  koordinasi Depl.u dengan departemen lainnya dilakukan untuk
membahas keuntungan dan kerugian Indonesia akibat berlakunva Pl terscbut.
DepLu relative tidak menemui kendala dalam pembuatan PL
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Nepara schagai salah satu subjek penuh  dari hukum internasional
memerlukan unsur-unsur vang vang bersifat konstitutil. Unsur-unsur  tersebut
antara lain :

(1) penduduk vang tetap.

(2) wilayah tertentu.

(3) pemerintahan; dan

{4} kedaulatan.

Satu saja dari wnsur-unsur diatas belum atau tidak dipenuhi maka
kelangsungan hidup dari negara itu tidak dapat dipastikan berjalan sempurna. Hal
ini terjadi karena suatu negara membutuhkan negara lain dalam menjalankan
kehidupannya. Selain faktor dari dari luar seperti hubungan dengan negara lain,
jupa dibutuhkan suatu kesolidan yang merupakan faktor dari dalam negara itu
Kesolidan it bisa dilihat dari terbentuknya pemerintahan di negara itu. Seperti
kita ketahui. pemerintah adalah kumpulan orang  yang menjalankan  roda
pemerintahan dengan sebaik-baiknya dengan harapan negara itt akan mengalami
kehidupan vang baik seperti yang dicita-citakan,

Pemerintah vang diberi kepercavaan oleh rakyal untuk memimpin negara
akan mengatur kehidupan dalam negeri negara tersebut dan juga bagaimang

hentuk hubungannva dengan negara-negara lain dalam dunia internasional, Tlal ini



menjadi sangat penting, karena suatu negara tidak akan dapat bertahun hidup
sendini. la harus mengadakan (mempunyai) hubungan dengan negara-negara lain.
Selain i, sudabh menjadi keharusan bagi  tap-tiap negara untuk  menjalin
hubungan dan kerja sama dengan negara lain, Dalam suatu negara, pemerintahnya
akan mengadakan pengkhususan dalam mengurusi hubungan lusr negerinva.
Umumnya dari praktek-prakiek tiap negara yang sudah ada, hubungan luar negeri
akan berada pada satu institusi khusus vang dinamakan Departemen Luar Negeri
vang kemudian dikepalai oleh seorang Menten Luar Neger.

Indonesia, sebagai salah satu negara vang akul dalam hubungan dunia
imternasional juga melaksanakan hubungan luar negeri dengan berbagm negara-
negara vang ada di dunia. Fakta ini bisa dilihat bukan saja sejak Indonesia
merdeka tetapi kita bisa lihat pada sejarah kuno Indonesia yang merujuk pada
situasi Indonesia vang masih berupa kerajuan-kerajaan vang bersifal parsial,
Dalam sejarah Indonesia tercatal bahwa kerajaan-Kerajaan Indonesia sudah
melakukan hubungan luar negeri. sebut saja Kerajaan Majapahit dengan Dinasti-
Dinasti di negeri Cina. Kerajaan Sriwijaya dengan saudagar-saudagar dari India
dan yang lainnya. Hal ini membuktikan bahwa  scjak Jaman dulu (kuno),
Indonesia sudah menjadi bangsa vang aktif dalam kancah pergaulan internasional.
Hal ini semakin dikuatkan dengan dicantumkannya salah satu tujuan Pemerintah
Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam Pembukaan Undang Undang Dasar
1945 vaitu ikut melaksanakan Ketertiban dunia vang berdasarkan kemerdekaan,

perdamaian abadi dan keadilan sosial.



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN.

Berdasarkan perumusan masalah vang terdapat pada bagian awal tulisan
ini, penulis setelah melakukan research dan pembabasan menemukan kesimpulan
atas perumusan masalah tersebut. Pada bagian itu telah disebutkan bahwa penulis
ingin mengetahui bagaimana bentuk koordinasi Departemen Luar Negen denpan
Departemen terkait lainnya dalam pembuatan perjanpian internasional serla ingin
mengetahul apa saja kendala yang dihadapi oleh Deplu dalam pembuatan
perjanjian internasional. Berikut kesimpulan yang dapat ditemui oleh penulis :

I. Bentuk koordinasi yang dilakukan oleh Deplu dengan Departemen terkait
lainnya adalah dengan mengadakan rapat-rapat interdepl yang gunanva untuk
membahas konsep awal perjanjian internasional yang akan dibuat juga
membahas posisi tawar Indonesia pada perjanjian itu. Selain itu juga untuk
mengetahul sejauh mana keuntungan dan kerugian Indonesia dari dibuatnya
perjanjian internasional tersebut.

Dan research yang telah dilakukan, diketahui bahwa rapat-rapat
interdept tersebut rutin dilakukan oleh Deplu dengan Departemen terkail
lainnya tanpa menghiraukan vecal point atau pemrakarsa dari perjanjian
iternasional 1tu adalah Deplu atan Departemen lainnva, Hal ini juga berlaku
terhadap perjanjian internasional vang diusulkan oleh negara lain. Selain it

rapat-rapat interdept ini juga akan dilakukan hila negara kita berkehendak
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